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Abstract: This study raises the issue of the causes of the reluctance wife filed a divorce against her husband who violate sighat
taklik divorce and understanding with their wives taklik divorce in marriage as well as the legal implications of the breach taklik
divorce for a marriage. The purpose of this study was to determine the factors causing reluctance wife filed a divorce against her
husband who violate sighat taklik divorce and understanding wives District of South Kaur Kaur District with their taklik divorce in
marriage as well as to know the legal implications of the breach taklik divorce for a marriage. This study uses empirical juridical
law starts from the primary data / basic data is data obtained directly from informants selected are six wives whose husbands
abuse sighat taklik divorce in the district South Kaur Kaur regency. The data collection techniques used were observation,
interview and secondary data collection. When the data to do the data analysis by descriptive normative. The results showed
that the wives of the District Kaur Southern District Kaur assume that sighat taklik divorce in a marriage is only limited pledge of
marriage and does not quite understand that sighat taklik divorce is guaranteed protection of self-wives while factors causing
reluctance wife filed a divorce against husband sighat abuse taklik divorce in the district of South Kaur Kaur District is because
of shame to the neighbors and the psychological impact of small children, not understanding the process of the divorce to the
religious courts, and embarrassed by the title of a widow who still put it negatively as a widow in society.
Keywords:Wife reluctance, Sues Divorced, Breaking sighat Taklik Separations
Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan faktor penyebab keenganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami
yang melanggar sighat taklik talak dan pemahaman para isteri dengan adanya taklik talak dalam perkawinan serta implikasi
hukum terhadap pelanggaran taklik talak bagi suatu perkawinan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor
penyebab keenganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melanggar sighat taklik talak dan pemahaman
para isteri Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan adanya taklik talak dalam perkawinan serta untuk mengetahui
implikasi hukum terhadap pelanggaran taklik talak bagi suatu perkawinan.Penelitian ini menggunakan metode hukum
yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari informan yang dipilih adalah
6 orang isteri yang suaminya melanggar sighat taklik talak yang ada di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder.
Setelah data di dapat dilakukan analisis data secara deskriptif normative. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para
isteri Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur beranggapan bahwa sighat taklik talak dalam perkawinan hanyalah sebatas
ikrar perkawinan saja dan tidak begitu paham bahwa sighat taklik talak merupakan jaminan perlindungan atas diri para istri
sedangkan faktor penyebab keenganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melanggar sighat taklik talak
di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur adalah karena malu pada tetangga dan dampak psikologis anak yang masih
kecil, tidak mamahami proses gugatan cerai ke pengadilan agama, dan malu dengan predikat seorang janda yang masih
menempatkannya secara negatif sebagai janda di dalam masyarakat.
Kata kunci: Keenganan Isteri, Gugat Cerai, Melanggar Sighat Taklik Talak
Pendahuluan
Bidang hukum Islam yang sangat dekat dan
erat dengan perilaku masyarakat Islam Indonesia,
adalah bidang hukum sosial keluarga yang di
dalamnya meliputi perkawinan, warisan dan
wakaf. Sebab peristiwa yang berkenaan dengan
aturan tata nilai sosial tersebut, pasti akan dialami
dan dijalani oleh setiap umat muslim dalam
perjalanan hidupnya.
Semakin dekatnya hukum sosial kekeluargaan
ini dengan masyarakat Islam, telah terjadi
transformasi kesadaran masyarakat Islam yang
cendrung mengangkat nilai hukum dalam
bidang sosial kekeluargaan Islam sebagai
salah satu aspek ”simbol” akidah (imam).1 Hal
1 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan
Agama Undang-Undang No. 7 Tahun, 1989, cet. 3, (Jakarta: Pustaka
Kartini, 2003), h. 19.
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ini ditunjukkan dengan seseorang yang tidak
melaksanakan ibadah shalat dan puasa, namun
jika ia hendak melaksanakan pernikahan, ia tidak
berani melanggar dan melangkahi ketentuan
rukun dan syarat-syarat nikah secara Islam.
Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal
3 bahwa ”perkawinan bertujuan untuk mewujud-
kan kehidupan rumaht tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah.” Untuk melaksanakan
perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Salah satu rukun perkawinan adalah
ijab dan qabul. Hal ini dilakukan oleh wali dari
pihak calon istri dengan calon mempelai laki-laki.
Sehingga dengan ucapan ijab qabul tersebut,
maka antara keduanya telah terikat dalam
perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan
dengan pembacaan ShîghatTaklik Talak.
Taklik talak menurut pengertian hukum
Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan
perjanjian tersebut suami menggantungkan
terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata
dikemudian hari suami melanggar salah satu atau
semua yang ada dalam perjanjian taklik talak.2
Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan
merupakan kewajiban Undang-Undang atau
peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka
rela akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan
tidak dapat dicabut kembali.3
Dalam surat perjanjian taklik talak yang
modelnya telah ditentukan, termuat pengakuan
suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya
secara baik dan mempergaulinya secara makruf.
Kemudian disusul janji suami yang terdiri dari
empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak.
Jika salah satu  pasal itu dilanggar maka talaknya
akan jatuh.
Shîghat Taklik Talak diadakan dengan maksud
untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan
sewenang-wenang suami.4 Meskipun pada
dasarnya shîghat taklik talak ini penting tapi pada
kenyatannya tidak semua orang mengucapkan
shîghat taklik talak setelah akad nikah ber-
langsung. Hal ini dikarenakan mereka tidak
memiliki pengetahuan agama yang cukup baik
termasuk dalam memahami shîghat taklik talak.
2 Kamal Muchtar, Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan
(Jakarta: Bulan Bintang), h. 207.
3 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam
Dalam Tatanan Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press,
1994), h. 90.
4 Muthoin“Taklik Talak Dalam Perspektif Gender”/Artikel/
Kekuatan Spritual Perempuan.pdf.Diakses 28 Nopember 2013.
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Tapi tidak sedikit juga yang mengucapkannya
setelah akad nikah berlangsung.
Persoalan yang muncul adalah masih banyak
terjad kasus-kasus yang melanggar taklik talak yang
dilakukan oleh suami, sehingga kaum isteri sering
dilecehkan. Padahal apabila suami melanggar
sighat taklik talak isteri dapat menuntut suami
ke Pengadilan, permasalahan inilah yang sering
terjadi di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
Masyarakat Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten
Kaur mayoritas beragama Islam, memiliki
semangat kekeluargaan sangat tinggi, sehingga
jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu
diselesaikan secara kekeluargaan. Latar belakang
pendidikan mayoritas lulusan sekolah dasar dan
sekolah menengah, maka tidak heran apabila
masih banyak masyarakat yang kurang sadar
hukum, dan salah satunya masih banyak suami
yang melanggar sighat taklik talak.
Di Kecamatan Kaur Selatan pasangan yang
melangsung perkawinan pada tahun 2015
sebanyak 145 pasang, yang kesemuanya pada
saat akad nikah suami mengucapkan sighat taklik
talak.5 Pada tahun 2015 KUA Kecamatan Kaur
Selatan melalui BP4 (Badan Penasehat Pembinaan
Pelestarian Perkawinan) menerima para isteri
untuk berkonsultasi mengenai perbuatan suaminya
yang melanggar sighat taklik talak sebanyak 14
orang isteri. Dari hasil konsultasi tersebut petugas
BP4 menyarankan untuk bermusyawarah secara
kekeluargaan namun apabila tidak menemukan
jalan damai, isteri dapat mengadu ke Pengadilan
Agama untuk mengajukan gugatan cerai.6
Berdasarkan observasi penulis di lapangan
didapati 6 suami melanggar sighat taklik talak
karena suami sering menyakiti badan atau jasmani
setiap kali ada perselisihan atau pertengkaran.
Namun isteri tidak mau mengadukan suaminya
ke Pengadilan Agama untuk menuntut cerai.
Anak masih kecil dan bila bercerai dikhawatirkan
kehilangan nafkah untuk anaknya itu nanti
berpisah.7
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
dapat dikemukakan permasalahan, sebagai
berikut:
5 Dokumentasi KUA Kecamatan Kaur Selatan tahun 2015
6 Wawancara, Miftahul Huda, Petugas BP4 KUA Kec. Kaur
Selatan
7 Wawancara, Ibu Kus, 18 Desember 2015
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1. Bagaimana pemahaman para isteri Kecamatan
Kaur Selatan Kabupaten Kaur tentang taklik
talak dalam perkawinan?
2. Apa faktor penyebab keenganan isteri me-
ngajukan gugat cerai terhadap suami yang
melanggar sighat taklik talak di Kecamatan
Kaur Selatan Kabupaten Kaur?
Tujuan Penelitian
Bahwa tujuan yang ingin dicapai penulis
dalam mengadakan penelitian ini, adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui pemahaman para isteri
Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
dengan adanya taklik talak dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab keenganan
isteri mengajukan gugat cerai terhadap
suami yang melanggar sighat taklik talak di
Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat, sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat
berguna bagi perkembangan ilmu hukum,
khususnya Hukum Perkawinan dalam bidang
perjanjian perkawinan.
2. Kegunaan Praktis
Secara Praktis penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan masukan
(input) bagi semua pihak, yaitu masyarakat
pada umumnya dan para isteri khususnya,
mengenai pemahaman taklik talak sebagai
jaminan perlindungan atas diri mereka
Landasan Teori
Suatu ijab dan qobul perkawinan sering kali
diadakan suatu ikrar yang dibaca oleh mempelai
pria setelah ijab qobul selesai dilaksanakan.
Petugas dari KUA biasanya menyuruh membaca
ikrar yang dinamakan taklik talak, yaitu suatu
perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam
akta nikah berupa janji talak yang digantungkan
kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin
terjadi di masa yang akan datang.
Dari isi taklik talak dapat diketahui bahwasanya
apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak,
maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk
menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam
ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi
Hukum Islam, boleh dilaksanakan. Isi perjanjian
tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan
hukum positif dan hukum Islam. Sekilas kita
melihat bahwa ikrar taklik talak ini sebagai bentuk
kesungguhan mempelai pria kepada mempelai
wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya
dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya
sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga
memberikan perlindungan hukum bagi wanita
karena mendapat jaminan dari suaminya.
Suatu perkawinan menurut hukum positif
di Indonesia yang juga diilhami dari hukum
Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.Hendaknya kita sadar
bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya
untuk sesaat saja.Di dalam sebuah perkawinan
terkandung hak dan kewajiban masing-masing,
baik itu suami maupun istri. Suami sebagai
kepala keluarga mempunyai kewajiban yang
tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri
dan mampu memberikan nafkah lahir maupun
batin. Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi
jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.
Memang ini untuk melindungi wanita, tapi apakah
harus dengan cara demikian.
Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah
juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk
memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga
kemuliaan serta tidak menganiayanya. Apabila
dirinci kewajiban suami atas istrinya terdiri dari:
1. Nafkah. Setiap suami wajib memenuhi
nafkah bagi keluarganya sesuai dengan
kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang
suami memberikan nafkah secara berlebihan
karena mempunyai dampak negatif. Memberi
nafkah kepada keluarganya merupakan tugas
suci bagi seorang suami. Jadi memberi nafkah
bagi keluarga merupakan prioritas pertama
bagi seorang suami.
2. Tempat Tinggal. Ulama menafsirkan bahwa
seorang suami mempunyai kewajiban mem-
berikan papan bagi istrinya secara layak dan
sesuai dengan kemampuannya. Di dalam
rumah itulah seorang istri mampu sepenuhnya
menempatkan diri sebagai pemimpin rumah
tangga.
Pengucapan shigat taklik talak selepas akad
nikah masih dipersoalkan oleh masyarakat
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Indonesia yang akhirnya dengan Keputusan MUI
pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan
dengan 7 September 1996, mengucapkan shigot
taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan
keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Bahwa materi shigot taklik talak pada dasarnya
telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan diganti lagi dengan Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian
taklik talak bukan merupakan keharusan dalam
setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3).
3. Bahwa konteks mengucapkan shigot taklik
talak menurut sejarahnya adalah untuk
melindungi hak-hak wanita, dimana waktu
itu taklik talak belum ada dalam peraturan
perundang-undangan perkawinan. Karena
itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam
peraturan perundang-undangan perkawinan,
maka mengucapkan shigotnya tidak diperlukan
lagi.
Di dalam fatwa yang ditandatangani oleh
Ketua MUI: K.H. Hasan Basri, Sekretaris MUI:
Drs.H. A. Nazri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa
Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML ini, disebutkan
bahwa “Pengucapan sighat ta’liq talaq, yang
menurut sejarahnya untuk melindungi hak-
hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada
peraturan perundang-undangan tentang hal
tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta’liq
talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke
arah pembentukan keluarga bahagia sudah di
bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat kecamatan”.8
Menurut KHI, perjanjian taklik talak bukan
merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.
Hal ini kita dapat kita baca di dalam pasal 46
ayat (3), “ Perjanjian taklik talak bukan suatu
perjanjian yang wajib diadakan pada setiap
perkawinan, akan tetapi  sekali taklik talak sudah
diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. ”
Dengan demikian maka menurut KHI tersebut
jelas menyebutkan bahwa perjanjian taklik talak
bukanlah suatu keharusan bagi setiap muslim.
8 Artikel: Sighat Taklik Talak,…Mestikah  di Ucapkan, http://
jilbab.or.id/archives/78-sighat-taklik-talakmestikah-di-ucapkan/
diakses pada tanggal 27 Maret 2013
Adapun  taklik talak yang berlaku di Indonesia
telah diatur sedemikian rupa dan untuk
memudahkan pelaksanaannya telah disediakan
teksnya yang berisikan syarat-syarat tertulis dan
PPN hanya menawarkan kepada mempelai
apakah dibacakan taklik talak atau tidak. Bila
dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi
tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami
telah mengucapkan janji dihadapan istri. Bila
suami tidak bersedia membaca taklik talak,
maka teks taklik talak yang tersedia dicoret
petugas sebagai tanda suami tidak membaca
taklik talak. Karena pembacaan taklik talak ini
hanya anjuran, maka suami pun berhak untuk
tidak membacakannya di hadapan mempelai istri.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris yaitu “bertitik tolak dari data primer/
data dasar adalah data yang didapat  langsung
dari informan sebagai sumber pertama dengan
melalui penelitian lapangan”.9 Dengan meng-
gunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.10
Pembahasan
Dalam praktek pernikahan di Indonesia,
tidak semua suami membaca sighat taklik
talak setelah melangsungkan akad nikah. Hal
ini disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya,
pertama, pemahaman suami tentang hukum
talak taklik, kedua, pernikahan adalah suatu
yang syakral dan diharapkan tetap langgeng
sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru
melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan
talak meskipun taklik talak dan yang ketiga
adalah budaya Indonesia untuk menikah pada
bulan-bulan tertentu bahkan harus dilaksanakan
pada jam dan menit tertentu sehingga banyaknya
jumlah pernikahan menyulitkan petugas pencatat
nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya
sighat taklik talak tidak dibacakan.11
Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h, 15-16
10 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.. 6.
11 Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan
Taklik  Talak dan Perjanjian Perkawinan” (Yogyakarta: UNISIA
Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No. 70, Desember, XXXI, 2008), hlm. 336
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salah satu upaya untuk menjaga ke-langgeng-
an pernikahan dan terciptanya keluarga yang
sakinah mawaddah wa rahòmah.Bagi laki-laki
(suami) pembacaan taklik talak dipahami sebagai
komitmen untuk mutasyarah bil matruf dengan
melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya
sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya,
tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri,
melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri
dengan penuh cinta kasih.
Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi
pelanggaran taklik talak bukan hanya tugas
dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga
mempunyai peran yang cukup besar.Seorang
istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih
besar setelah suaminya membacakan sighat taklik
talak maka bertambah besar pula kekuatan untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap
suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.
Pelanggaran taklik talak akan membawa
konsekuensi hukum tersendiri bila suami me-
langgar isi taklik talak yang telah dibacakan.
Untuk lebih jelasnya mengenai konsekuensi
hukum pelanggaran taklik talak, penulis fokus
pada unsur-unsur yang disebutkan dalam sighat
taklik talak, sebagai berikut:
1. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-
turut
Dalam hal meninggalkan dua tahun berturut-
turut, KHI tidak mengaturnya secara sepihak,
namun kita bisa mengkorelasikan hal itu dengan
Pasal 116 (b) yang berbunyi “perceraian dapat
terjadi dengan alasan-alasan: “salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau bukan hal lain di luar
kemampuannya”. Berdasarkan ketentuan pasal
ini, maka kepergian suami selama dua tahun
berturut-turut tidak begitu saja bisa dikategorikan
melanggar shigat taklik talak apabila kepergianya
itu atas persetujuan isteri atau karena sesuatu hal
yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.
Kemudian sesuai dengan Pasal 133 ayat 1
KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai
sejak pertama kali meninggalkan rumah. Dan hal
ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan
Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang serendah-rendahnya Camat.
Meskipun telah terbukti bahwa kepergian
suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan
surat pernyataan dari kepala desa, namun hal ini
belum cukup, karena harus ditambahkan pula
dengan pernyataan suami yang menunjukkan
sifat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman
bersama (KHI Pasal 133 ayat 2).
2. Tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan
Ketika terjadi perkawinan, maka suami sebagai
kepala rumah tangga mempunyai tugas dan
kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah
kepada isterinya dan keluarganya, sebagaimana
firman Allah Swt:
ﮁﮀﭿﭾﭽﭼﭻﭺﭹﭸﭷﭶ
ﮏﮎﮍ ﮌﮋﮊ ﮉﮈﮇﮆﮅﮄﮃﮂ
ﮑﮐ
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. dan orang yang di-
sempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan (Q.S. At-Thalak/65: 7).
Kewajiban suami adalah mencari nafkah
untuk keluarganya.Kewajiban ini merupakan
konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala
keluarga.Sedangkan isteri berkewajiban me-
nyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 KHI, yang
menjadi tanggungan suami adalah:
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi
isteri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan
biaya pengobatan bagi isteri dan anak
c. Biaya pendidikan bagi anak.
Apabila suami melalaikan kewajibannya mem-
berikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut,
maka isteri berhak mengambil tindakan hukum
melalui pengadilan agama, dan apabila suami
terbukti bersalah, maka isteri bukan saja berhak
mengajukan perceraian, namun juga berhak
mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar
sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.
3. Menyakiti badan atau jasmani
Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2
Tahun 1990 rumusan kata menyakiti terbatas
pada menyakiti badan atau jasmani saja.Akan
tetapi PP No. 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa
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penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk
perceraian. Dengan demikian antara PP No. 9
Tahun  1975 dan Peraturan Menteri Agama saling
melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya.
Namun yang menjadi permasalahan adalah
bagaimana cara menentukan suatu perbuatan
bisa dikatakan menyakiti atau membahayakan
isteri. Standar obyektif yang digunakan untuk
menilai hal itu sangat sulit ditentukan.Akan tetapi
hakim dapat menggunakan hasil visum dokter
untuk menentukan ada tidaknya perbuatan
yang menyakiti isteri yang dapat digunakan
sebagai alasan perceraian.Akan halnya menyakiti
jasmani, kekejaman mental pun sangat sulit
untuk menentukan standar penilaiannya.Namun
hakim dapat memutuskan hal itu berdasarkan
‘urf (kebiasaan) yang ada dan berlaku dalam
masyarakat.
4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri selama
enam bulan
Sebagian Hakim Pengadilan Agama meng-
artikan kata “membiarkan” dengan pengertian
bahwa alamat suami dapat diketahui dan di-
hubungi, tetapi suami tidak mau ke tempat
isterinya dan tidak memperdulikannya sama
sekali.
Jadi inti dari penafsiran kata “membiarkan”
terletak pada suami yang tidak memperdulikan
hak-hak isterinya sehingga sesuai dengan Pasal
34 ayat 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan
dengam alasan salah satu pihak (dalam hal ini
suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai
suami.
5. Isteri tidak ridho dan mengadu ke Pengadilan
Jika salah satu dari point 1 sampai poin 4
terjadi dan istri tidak ridho maka tidak berarti
secara otomatis telah jatuh talak atau terjadi
perceraian antara suami dan  istri, tetapi seorang
istri harus mengajukan pengaduan kepada
Pengadilan Agama, dan jika Pengadilan Agama
menerima pengaduan dan memutuskan telah
terjadi pelanggaran sighat taklik talak maka
seorang istri membayar iwadh (pengganti)
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Pemahaman prosedur ini nampaknya belum
sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum.
Dalam sebuah kasus, seorang istri merasa
statusnya sudah bercerai karena ia tidak di-
beri nafkah oleh suaminya. Sehingga ingin me-
langsungkan pernikahannya yang kedua padahal
ia belum mengajukan pelanggaran taklik talak-
nya kepada pengadilan apalagi mendapatkan
keputusan cerai.
6. Membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh
ribu rupiah)
Setelah istri membayar iwadh tersebut, maka
telah jatuh talak satu kepada istri dan Pengadilan
akan menerima iwadh (pengganti) yang kemudian
akan diserahkan kepada Badan Kesejahteraan
Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah
sosial.
Dari unsur-unsur taklik talak yang telah di-
uraikan di atas, menunjukkan bahwa talak
atau perceraian tidak otomatis terjadi jika ada
sesuatu yang “dianggap” sebagai pelanggaran
sighat taklik, akan tetapi harus melalui prosedur
yang telah ditentukan. Dengan demikian status,
pernikahan belum bisa dikatakan cerai jika belum
mendapatkan putusan pengadilan.
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa
tujuan taklik talak adalah memberikan kominten
yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk mu’asyarah
bil ma’ruf, memberikan jaminan terhadap
hak-hak perempuan (istri) serta perlindungan
dari perlakuan diskriminasi serta tindakan
kesewenang-wenangan laki-laki. Suami istri
mempunyai peran yang sama dalam rangka
menjaga keutuhan perkawinan dan membentuk
keluarga sakinah mawaddah wa rahòmah. Oleh
karena itu pemahaman tentang kewajiban dan
hak suami istri harus didasari aspek keadilan bagi
keduanya sehingga tidak ada diskrimasi terhadap
salah satu jenis kelamin seperti masalah stereotip
(pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin
yang biasanya bersifat negatif), subordinasi
(penomorduan), marjinalisasi (peminggiran),
Double Burden (beban ganda) dan kekerasan
(terutama terhadap kaum perempuan).
Meskipun baik suami maupun istri mempunyai
peran yang sama dalam menjaga agar tidak
terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi
jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai
pelanggaran sighat taklik talak (entah karena
suami atau istri saja atau mereka berdua tidak
bisa menjalankan perannya), maka sighat taklik
talak menjadi perlindungan bagi perempuan
(istri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban
ketidakharmonisan keluarga, korban kekerasan
dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami).
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Faktor Penyebab Keenganan Isteri Mengajukan
Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar
Sighat Taklik Talak di Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
Dari isi takli talak dapat diketahui bahwasanya
apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak,
maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk
menggugat cerai suaminya. Namun kenyataan
yang ada di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten
Kaur Isteri enggan mengajukan gugatan cerai
kepada suaminya, padahal jelas suaminya telah
melanggar isi sighat taklik talak yang pernah ia
bacakan pada saat akad nikah. Untuk lebih jelasnya
mengapa isteri enggan mengajukan gugatan cerai
kepada suaminya, dapat penulis deskripsikan hasil
wawancara kepada responden dibawah ini:
1. Pertimbangan Karena Malu Pada Tetangga
Dan Dampak Psikologis Anak Yang Masih Kecil
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada
informan Dewi, umur 22 tahun, agama Islam,
ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP,
yang bersuamikan Andi, umur 29 tahun, agama
Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMA,
tempat tinggalnya sekarang di Kecamatan Kaur
Selatan. Menurut Ibu Dewi bahwa telah menikah
dengan Pak Andi pada tanggal 25 Januari 2015,
dan setelah akad nikah Pak Andi mengucapkan
sighat taklik talak.Kemudian bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Pak Andi di Desa.
Pada bulan Oktober 2015 rumah tangganya terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang berujung
suaminya melakukan kekerasan jasmani, seperti
menampar dan menjambak rambut.Pertengkaran
tersebut dikarenakan selisih paham. Dengan
kejadian tersebut saya tidak mau mengadu
perbuatan suami saya ke Pengadilan Agama atau
saya menuntut cerai, dengan pertimbangan anak
saya masih kecil dan  apabila saya bercerai siapa
yang mau memberi makan saya dan anak saya,
karena saya sendiri tidak ada pekerjaan untuk
makan saja saya masih mengandalkan suami.12
Apa yang dialami ibu Dewi di atas, sama persis
apa yang dialami oleh Ibu Yuli yang hanya tamatan
SMA bahwa telah menikah dengan Pak Heriyanto
pada tanggal 05 Februari 2015 dan setelah akad
nikah Pak Heriyanto mengucapkan sighat taklik
talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat
tinggal di rumah orang tua Pak Heriyanto di Manna
Bengkulu Selatan selama 3 bulan, kemudian
pindah kerumah sendiri di Kecamatan Kaur
Selatan Kabupaten Kaur dan telah mempunyai
satu orang anak laki-laki. Pada bulan Desember
2015 terjadilah perselisihan dan pertengkaran yag
berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh
suami dikarenakan pada saat itu saya memergoki
suami lagi mengunakan narkoba dirumah. Suami
saya tidak menerima saya marah-marah dan
seketika itu suami langsung menjambak rambut
saya.Atas kejadian tersebut terpikir oleh saya untuk
mengadu perbuatan suami ke Pengadilan agama
untuk menuntut cerai, namun saya berpikir kalau
saya bercerai saya malu dengan tetangga dan juga
psikologi anak saya pasti terganggu melihat orang
tuanya bercerai.Dengan pertimbangan tersebut
saya memutuskan untuk tidak mengadu perbuatan
suami ke Pengadilan Agama dengan harapan
suami dapat berubah dan tidak mengulangi lagi
perbuatannya tersebut.13
Lebih lanjut menurut Ibu Heni bahwa telah
menikah dengan Pak Beno pada tanggal 10
Agustus 2014 dan setelah akad nikah Pak Beno
mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah
akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua
Pak Beno selama 1 tahun, kemudian pindah
kerumah sendiri di Kecamatan Kaur Selatan.
Pada awalnya rumah tangga  saya berjalan rukun
dan harmonis, tapi entah mengapa akhir-akhir
ini sering terjadi perselisihan dan percekcokan
yang berujung pada kekerasan fisik yang sering
dilakukan oleh suami.orang tua saya pernah
menyuruh saya untuk mengadukan perbuatan
suami ke Pengadilan Agama untuk menuntut
cerai tapi saya tidak mau karena malu dengan
tetangga dan juga kasihan anak-anak mereka
masih kecil kalau saya bercerai.14
Berdasarkan hasil wawancara di atas me-
nunjukkan bahwa walaupun isteri sering men-
dapat kekerasan fisik dari suami tetapi isteri tidak
mau mengugat cerai suaminya ke pengadilan
Agama dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Padahal seorang isteri mempunyai hak bila
seorang suami melanggar isi taklik talak yang
pernah diucapkan pada saat akad nikah.
2. Tidak Mamahami Proses Gugatan cerai ke
Pengadilan Agama
Berdasarkan hasi wawancara dengan Ibu
Janah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
12 Wawancara, Ibu Dewi, 12 Desember 2015
13 Wawancara, Ibu Yuli, 9 Desember 2015
14 Wawancara, Ibu Heni, 16 Desember 2015
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dagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal
di Kecamatan Kaur Selatan menikah dengan
Budi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, pendidikan terakhir SMP. Menurut Ibu
Janah bahwa telah menikah dengan Pak Budi
pada tanggal 12 Januari 2013 dan setelah akad
nikah Pak Budi mengucapkan sighat taklik
talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat
tinggal di rumah orang tua Ibu Janah selama 1
tahun 11 bulan.Pada bulan Januari 2015 rumah
tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
Kemudian pada bulan Pebruari 2015 suaminya
telah meninggalkannya sampai saat ini dan
saat itu suaminya tidak pernah pulang, tidak
pernah memberi kabar dan tempat tinggalnya
tidak diketahui dengan jelas.
Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka
Ibu Janah belum menggugat cerai suaminya ke
Pengadilan Agama karena pelanggaran taklik
talak, karena ibu Jannah tidak mengetahui
dengan pasti tentang gugat cerai tersebut.15
Apa yang dialami ibu Jannah di atas, sama juga
apa yang dialami oleh Isti, umur 23 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan
terakhir SD, yang menikah dengan Bapak Yadi,
umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
bengkel motor, pendidikan terakhir SMP. Menurut
Ibu Isti bahwa telah menikah dengan Pak Yadi
pada tanggal 05 Maret 2015 dan setelah akad
nikah suaminya mengucapkan sighat taklik talak.
Kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua
Ibu Isti sampai dengan sekarang. Pada bulan
Desember 2015 telah terjadi perselisihan dan
percekcokan antara ibu Isti dengan suaminya
Bapak Yadi, akibat dari perselisihan tersebut
Bapak Yadi pulang kerumah orang  tuanya, sejak
saat itu suaminya tidak pernah memberi nafkah
dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin.16
Dalam hal ini Ibu Isti tidak mengugat suaminya
ke Pengadilan Agama karena suaminya telah
melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang
telah ia ucapkan pada saat akad nikah. Alasan
ibu Isti tidak menggugat cerai suaminya ke
Pengadilan Agama karena Ibu Isti tidak tahu
dan tidak paham bagaimana proses pengajuan
gugatan cerai ke Pengadilan Agama, yang ibu
Isti ketahui bahwa talak itu berada di suami.
3. Malu dengan PredikatJanda
Berdasarkan hasil wawancara kepada
informan Ibu Suripah, umur 23 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan
terakhir SD, menikah dengan Bapak Tono,
umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
pendidikan terakhir SD, Menurut Ibu Suripah
bahwa telah menikah dengan Pak Tono pada
tanggal 17 Maret 2013 dan setelah akad nikah Pak
Tono mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian
setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah
orang tua Ibu Suripah selama 1 tahun 2 bulan.
Pada bulan Nopember 2014 rumah tangganya
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
suaminya diketahui mempunyai wanita idaman
lain (WIL).Kemudian pada bulan Desember 2014
suaminya pergi tanpa izin meninggalkannya
sampai dengan sekarang, namun sekarang
suaminya diketahui dirumah orang tuanya.Mulai
saat itu si suami tidak memperdulikan serta
tidak memberi nafkah wajib kepada Ibu Suripah.
Lebih lanjut penulis mewawancarai ibu
Heni, umur 24 tahun, agama Islam, pekerajaan
Pembantu Rumah Tangga, pendidikan terakhir
SD, menikah dengan Bapak Beno, umur 29 tahun,
agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir
SD, Ibu Heni sering mendapat perlakuan yang
kasar dari suaminya, tapi ibu Heni enggan untuk
mengugat cerai suaminya ke pengadilan karena
bila ia bercerai sudah pasti orang memandang
miring saya karena predikat janda tersebut.17
Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka
Ibu Suripah dan ibu Heni enggan menggugat
cerai suaminya karena pelanggaran taklik
talak, alasanya ibu Saripah dan ibu Heni tidak
mengugat cerai ke Pengadilan Agama karena
malu akan predikat seorang janda di masyarakat,
karena predikat janda merupakan momok bagi
perempuan di dalam masyarakat.
Sebagian besar pelanggaran taklik talak yang
dilakukan oleh suami di Kecamatan Kaur Selatan
dengan alasan menyakiti jasmani/badan dan
tidak memberi nafkah wajib kepada isteri, baik
itu nafkah batin maupun nafkah jasmani. Hal ini
pada dasarnya dapat jadikan alasan oleh isteri
untuk mengugat cerai suaminya ke Pengadilan
Agama. Karena  pada dasarnya taklik talak sudah
diucapkan suami setelah akad nikah dan sudah
tercantum di Akta Nikah, sehingga istri mudah
untuk membuktikannya di Pengadilan Agama.
15 Wawancara, Ibu Jannah, 12 Desember 2015
16 Wawancara, Ibu Isti, 12 Desember 2015 17 Wawancara, Ibu Isti, 12 Desember 2015
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Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok
dalam pembentukan keluarga yang harmonis
dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu
dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan
norma hukum yang mengaturnya. Penerapan
norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan
terutama diperlukan dalam rangka mengatur
hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-
masing anggota keluarga, guna membentuk
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
Menurut Hukum Islam perkawinan (pernikahan)
adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan
pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi
hak dan kewajiban serta tolong menolong antara
laki-laki dan seorang perempuan yang duaduanya
bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan
seorang perempuan bersepakat diantara mereka
untuk membentuk suatu rumah tangga, maka
hendaknya kedua calon suami isteri tersebut
terlebih dahulu melakukan akad nikah.
Fenomena di dalam masyarakat kadang
berbicara lain, perkawinan yang diharapkan
sakinah, mawadah, warohmah ternyata karena
satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan.
Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan,
pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat
lagi di damaikan maka Islam memberi solusi
dengan perceraian atau talak. Perceraian atau
talak merupakan obat  terakhir untuk mengakhiri
pertentangan dan pergolakan antara suami istri
serta menjadi jalan keluar yang layak untuk
keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci
perceraian atau talak.
Menurut hukum Islam, seorang suami mem-
punyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak
adalah hak suami, karena dialah yang berminat
melangsungkan perkawinan, dialah yang
berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang
wajib membayar mas kawin, mut’ah, serta nafkah
dan iddah. Di samping itu laki -laki adalah orang
yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak
disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan
segera menjatuhkan talak apabila marah atau
ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya
kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah
sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena
ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak
masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak
diberi hak untuk menjatuhkan talak.
Meskipun istri tidak mempunyai hak talak, akan
tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian
terhadap suaminya. Hal ini dengan tegas dinyatakan
dalam Pasal 114 KHI, yang selengkapnya berbunyi
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena
perceraian dapat terjadi karena talak atau ber-
dasarkan gugatan perceraian”. Dengan adanya hak
untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang
istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja
didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan
oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian
ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam
hal perceraian, hak antara seorang suami dan istri
adalah seimbang.
Putusnya perkawinan karena perceraian, di
Indonesia pada umumnya mengunakan lembaga
taklik talak (cerai talak). Hal ini juga berdasarkan
bunyi Pasal 116 huruf  g Kompilasi Hukum Islam
yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena
alasan   Suami melanggar taklik talak dan tidak
sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan,
diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan
pelanggaran taklik talak. Lembaga taklik talak di
Indonesia telah ada sejak zaman dahulu.Kenyataan
yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir
setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan
menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan
sighat taklik oleh suami.Sekalipun sifatnya suka rela,
namun di negara ini, membaca taklik talak seolah-
olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh suami.Hal ini pun berlaku di Kecamatan Kaur
Selatan Kabupaten Kaur dimana setiap ijab dan
qobul perkawinan sering kali diadakan suatu ikrar
yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab qobul
selesai dilaksanakan. Petugas dari KUA biasanya
menyuruh membaca ikrar yang dinamakan taklik
talak, yaitu suatu perjanjian yang diucapkan
calon mempelai pria setelah akad nikah yang
dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak
yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu
yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
Pada dasarnya kasus-kasus sebagaimana
tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 38 UUP
No 1 tahun 1974 dan pasal 116 KHI sudah dapat
dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Adapun
pasal lain yang berisi tentang seorang istri harus
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
batin kepada suaminya. Sesuai dengan pasal 33
UUP No. 1 tahun 1974 yaitu: “Seorang suami istri
wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati
setia dan memeberi bantuan lahir batin yang
satu kepada yang lain.”
Suatu ijab dan qobul perkawinan sering kali
diadakan suatu ikrar yang dibaca oleh mempelai
pria setelah ijab qobul selesai dilaksanakan.
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Petugas dari KUA biasanya menawarkan mem-
baca ikrar yang dinamakan taklik talak, yaitu
suatu perjanjian yang diucapkan calon mempelai
pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam
akta nikah berupa janji talak yang digantungkan
kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin
terjadi di masa yang akan datang. Dari isi takli
talak dapat diketahui bahwasanya apabila suami
nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa
dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat
cerai suaminya. Perjanjian semacam ini menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam,
boleh dilaksanakan. Isi perjanjian tersebut pada
dasarnya tidak bertentangan dengan hukum
positif dan hukum Islam. Sekilas kita melihat
bahwa ikrar taklik talak ini sebagai bentuk
kesungguhan mempelai pria kepada mempelai
wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya
dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya
sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga
memberikan perlindungan hukum bagi wanita
karena mendapat jaminan dari suaminya.
Suatu perkawinan menurut hukum positif
di Indonesia yang juga diilhami dari hukum
Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.Hendaknya kita sadar
bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya
untuk sesaat saja.Di dalam sebuah perkawinan
terkandung hak dan kewajiban masing-masing,
baik itu suami maupun istri. Suami sebagai
kepala keluarga mempunyai kewajiban yang
tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri
dan mampu memberikan nafkah lahir maupun
batin. Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi
jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.
Memang ini untuk melindungi wanita, tapi apakah
harus dengan cara demikian.
Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah
juga telah berjanji kepada Allah Swt untuk
memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga
kemuliaan serta tidak menganiayanya. Apabila
dirinci kewajiban suami atas istrinya terdiri dari:
1. Nafkah. Setiap suami wajib memenuhi
nafkah bagi keluarganya sesuai dengan ke-
sanggupannya. Namun dilarang pula seorang
suami memberikan nafkah secara berlebihan
karena mempunyai dampak negatif. Memberi
nafkah kepada keluarganya merupakan tugas
suci bagi seorang suami. Jadi memberi nafkah
bagi keluarga merupakan prioritas pertama
bagi seorang suami.
2. Tempat Tinggal. Ulama menafsirkan bahwa
seorang suami mempunyai kewajiban mem-
berikan papan bagi istrinya secara layak dan
sesuai dengan kemampuannya. Di dalam
rumah itulah seorang istri mampu sepenuhnya
menempatkan diri sebagai pemimpin rumah
tangga.
Pengucapan shigat taklik talak selepas akad
nikah masih dipersoalkan oleh masyarakat
Indonesia yang akhirnya dengan Keputusan MUI
pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan
dengan 7 September 1996, mengucapkan shigot
taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan
keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Bahwa materi shigot taklik talak pada dasarnya
telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
pada Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini
berkaitan erat dengan UU No. 7 Tahun 1989
tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah
kembali dengan UU No. 50 Tahun 2009.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian
taklik talak bukan merupakan keharusan dalam
setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3).
3. Bahwa konteks mengucapkan shigot taklik
talak menurut sejarahnya adalah untuk me-
lindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu
taklik talak belum ada dalam peraturan
perundang-undangan perkawinan. Karena
itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam
peraturan perundang-undangan perkawinan,
maka mengucapkan shigotnya tidak diperlukan
lagi.
Dalam Sidang komisi Fatwa MUI, yang ber-
langsung diruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta,
pada 23 Rabi’ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996,
berpendapat bahwa materi yang tercantum
dalam sighat ta’liq talaq pada dasarnya telah
dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1/1974
tentang Perkawinan dan UU No. 7/1989 tentang
Peradilan Agama. KHI pasal 46 ayat (3) mengatur
bahwa perjanjian ta’liq talaq bukan merupakan
keharusan dalam setiap perkawinan.
Di dalam fatwa yang ditandatangani oleh Ketua
MUI: K.H. Hasan Basri, Sekretaris MUI: Drs.H. A. Nazri
Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa Prof.K.H.Ibrahim
Hosen, LML ini, disebutkan bahwa “Pengucapan
sighat ta’liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk
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melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu
belum ada peraturan perundang-undangan tentang
hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta’liq
talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke
arah pembentukan keluarga bahagia sudah di
bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat kecamatan”.18
Menurut KHI, perjanjian taklik talak bukan
merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.
Hal ini kita dapat kita baca di dalam pasal 46 ayat
(3), “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian
yang wajib diadakan pada setiap perkawinan,
akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan
tidak dapat dicabut kembali.” Dengan demikian
maka menurut KHI tersebut jelas menyebutkan
bahwa perjanjian taklik talak bukanlah suatu
keharusan bagi setiap muslim.
Adapun  taklik talak yang berlaku di Indonesia
telah diatur sedemikian rupa dan untuk me-
mudahkan pelaksanaannya telah disediakan
teksnya yang berisikan syarat-syarat tertulis
dan PPN hanya menawarkan kepada mempelai
apakah dibacakan taklik talak atau tidak. Bila
dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi
tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami
telah mengucapkan janji dihadapan istri. Bila
suami tidak bersedia membaca taklik talak,
maka teks taklik talak yang tersedia dicoret
petugas sebagai tanda suami tidak membaca
taklik talak.Karena pembacaan taklik talak ini
hanya anjuran, maka suami pun berhak untuk
tidak membacakannya di hadapan mempelai istri.
Dalam praktek pernikahan di Indonesia,
tidak semua suami membaca sighat taklik
talak setelah melangsungkan akad nikah. Hal
ini disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya,
pertama, pemahaman suami tentang hukum
talak taklik, kedua, pernikahan adalah suatu
yang syakral dan diharapkan tetap langgeng
sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru
melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan
talak meskipun taklik talak dan yang ketiga
adalah budaya Indonesia untuk menikah pada
bulan-bulan tertentu bahkan harus dilaksanakan
pada jam dan menit tertentu sehingga banyaknya
jumlah pernikahan menyulitkan petugas pencatat
nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya
sighat taklik talak tidak dibacakan.19
18 Artikel: Sighat Taklik Talak,…Mestikah  di Ucapkan, http://
jilbab.or.id/archives/78-sighat-takliktalakmestikah-di-ucapkan/
diakses pada tanggal 27 April 2015
19 Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan
Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai
salah satu upaya untuk menjaga ke-langgeng-
an pernikahan dan terciptanya keluarga yang
sakinah mawaddah wa rahòmah.Bagi laki-laki
(suami) pembacaan taklik talak dipahami sebagai
komitmen untuk mutasyarah bil matruf dengan
melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya
sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya,
tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri,
melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri
dengan penuh cinta kasih.
Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi
pelanggaran taklik talak bukan hanya tugas
dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga
mempunyai peran yang cukup besar.Seorang
istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih
besar setelah suaminya membacakan sighat taklik
talak maka bertambah besar pula kekuatan untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap
suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.
Dengan demikian perceraian umumnya
menjadi jalan terakhir yang ditempuh istri bila
mengalami, setelah semua upaya yang dilakukan
tidak mampu menyelesaikan masalah.Pada situasi
demikian harus dipahami bagaimana dinamika
isteri untuk menuju keputusan terberat ini dalam
kehidupan rumah tangganya.
Perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan
bagi istri karena di satu sisi dia akan terbebas
dari penganiayaan yang menimpanya, di sisi lain
istri harus menanggung stigma masyarakat yang
masih menempatkannya secara negatif sebagai
janda di dalam masyarakat. Predikat janda cerai
merupakan momok bagi para perempuan di
dalam masyarakat. Sehingga jika keputusan
untuk bercerai dilakukan, maka artinya dia telah
memulai menempuh jalan terjal berikutnya dalam
kehidupan sosial yang tidak selalu berpihak
padanya. Tidak mudah bagi perempuan untuk
memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai.
Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
tentang faktor penyebab keenganan isteri
mengajukan gugat cerai terhadap suami yang
melanggar sighat taklik talak di Kecamatan Kaur
Selatan Kabupaten Kaur, dapat penulis simpulkan
sebagai berikut:
1. Para isteri Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten
Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan” (Yogyakarta: UNISIA
Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No. 70, Desember, XXXI, 2008), h. 336
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Kaur beranggapan bahwa sighat taklik talak
dalam perkawinan hanyalah sebatas ikrar
perkawinan saja dan tidak begitu paham
bahwa sighat taklik talak merupakan jaminan
perlindungan atas diri para istri karena shîghat
taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-
hak istri dari tindakan sewenang-wenang
suami, dan juga para isteri tidak memahami
bahwa shîghat taklik talak dapat memberi
manfaat bagi para istri apabila dikemudian
hari terjadi pelanggaran terhadap shîghat taklik
talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya
dengan mengajukannya ke pengadilan Agama.
2. Faktor penyebab keenganan isteri mengajukan
gugat cerai terhadap suami yang melanggar
sighat taklik talak di Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur adalah karena malu pada
tetangga dan dampak psikologis anak yang
masih kecil, tidak mamahami proses gugatan
cerai ke pengadilan agama, dan malu dengan
predikat seorang janda yang masih me-
nempatkannya secara negatif sebagai janda
di dalam masyarakat. Predikat janda cerai
merupakan momok bagi para perempuan di
dalam masyarakat. Sehingga jika keputusan
untuk bercerai dilakukan, maka artinya
dia telah memulai menempuh jalan terjal
berikutnya dalam kehidupan sosial yang
tidak selalu berpihak padanya. Tidak mudah
bagi perempuan untuk memutuskan rantai
perkawinan dengan bercerai.
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